BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 53. TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit
Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang pada Dinas
Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dinamika peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg.
Pasewang, sehingga perlu diganti:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg.
Pasewang pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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e

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja  pada  Perangkat Daerah  vang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1039);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun
2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Jeneponto (Lembaran Daerah Jeneponto Tahun 2016
Nomor 246);



Menetapkan :

e 1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LANTO DG. PASEWANG PADA DINAS
KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

G

e

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Jeneponto.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vyang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jeneponto.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lanto Dg. Pasewang yang selanjutnya disebut UPT
RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit
Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Kepala UPT yang selanjutnya disebut Direktur adalah
Direktur UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang.

Wakil Direktur adalah Wakil Direktur UPT RSUD Lanto
Dg. Pasewang pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Teanarnnntn
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12. :L[:I_r:';ur Sipﬂl Neg:flra y&ng.selanjlftn}fa'disingkat ASN

oA profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

.Pemcnt"ltah dengan perjanjian kerja yang beckerja pada
Instansi pemerintah,

13. P?_;jahal. Pembina Kepegawaian Yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pcjabat yang mempunyai
kewcnangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian ASN di instansi pemcrintah sesuai
dcf'lgan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabat yang mempunyai kewcnangun
mclaksanakan piuses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan lugus berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi  fungsi  dan lugas pelaksanaan kegintan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

17. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tupas.

18. Fungsi adalah pekerjuan yang merupakan penjabaran
dari rugas.

19. Uraion tugas adalah paparan atau bentangan alas
semua tugas jabaluan yang merupakan upaya pokok
yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses
bahan kerja menjadi hasil kerja.

20. Dokumen Pelaksanan dan Anggaran yang selanjutnya
disingkal DPA Dinas adalah Dokumen Pelaksanaan
Aunggiuwr Dinus Kesehulun Kubupalen Jeneponio.

21. Otonomi  adalah kewenangan dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian,
meliputi perencanaan, pclaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan
penalausahaan barang milik daerah.

02.Sarana Prasarana Alat adalah sarana prasarana alat
vang digunakan dalam pelayanan medis maupun non
medis di UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten

Jeneponto.

BAB 11

KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dengan peraturan bupati ini, dibentuk UPT RSUD
pada Dinas sebagai unit organisasi bersifat khusus
yang memberikan layanan secara profesional.
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Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian.

Dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah secrta bidang kcpegawaian dilaksanakan olch
Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan
pengelolaan kcuangan dan barang milik daerah serta
bidang kepegawaian UPT RSUD.

BAB IIT
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

direktur;
wakil direktur administrasi umum dan keuangan,
terdir dari:
1 bagian administrasi umum dan sumber daya
manusia;
2. bagmun perencanaan; dan
J. bagian keuangan dun aset,
c. wakil dircktur pelayanan medik, penunjang medik,
keperawalun dun kebidanan, terdiri dari:
1. bidang pelayvanan medik dan penunjang medik;
dan
2. bidang pelayunan keperawatan dan kebidanan.
d. wakil direktur pengembangan rumah sakit, terdiri
alas:
1. bidang pengembangan sarana dan prasarana,
2. hidang pengembangan sumber daya manusia,
muitn, akreditasi, dan pemasaran; dan
3. kclompok jabatan fungsional dan pelnksani.
Bugun susunan orgamsas: UPT RSUD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Susunan struktur organisasi UPT RSUD, terdiri atas:
a.
b.

BAB IV
OTONOMI UPT RSUD LANTO DG, PASEWANG
Pusul 4

UPT RSUD memiliki olonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta idang
kepegawaian.

Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik deerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1),

meliputi purencanoan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan scrta penggunaan dan
penatausahaan barang milik Daerah.  pET o
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D.alam melaksanakan  ketenluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan selaku
kuasa‘ pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang
scsual  dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Sjeiain selaku kuasa pengguna anggaran schbagaimana

dimaksud pada ayat (3), Direktur memiliki tugas dan

kewenangan:

4. menyusun rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

C. menandalangani surat perintah membayar;

d. mengelola utang dan piutang Dacrah yang menjadi
tanggung jawabnya;

e melnyuaun dan menyampaikan laporan keuangan
unit yang dipimpinnya;

I. menctapkan pejabatan pelaksana teknis
kegiatan dan pejabal pcnatausahaan Kewangan;
dan

g. mecnetapkan  pejabat  lainnya  dalam  unit yang
dipimpinnys dalam rangko pengelolaan kcusngan
dacrah.

Rencana kerja  dan anggauan serla dokumen
pelaksanaan anggaran sebagaunana dimaksud pada
ayal (1) hurut a dan huruf b, disampaikan kepada tim
anggaran pemerintah daerah melalui pejabat pengelola
keuangan dacrah untuk diverilikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang
milik Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), Direktur melaksanakan belanja sesuai
dokumen pelaksanaan anggaran  sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanpgpung Jjawab atas pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja UPT RSUD.

Pasal 6

(1) Dalam pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur melaksanakan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam laporan
kenangan Dlinas yang menyelenggarakan urusan
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pemerintahan  di  bidang kesehatan dan laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan [ormat

penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayal (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 7

Otonomi  dalam bidang kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan melalui
ketentuan:

a,

(1)

(2)

Direktur dapat mengusulkan pengangkatan,
pemindahan, dan pembcerhentian pegawai ASN kepada
pcjabul yang berwenang scsuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Direktur memiliki kewenangan dalam
moenyelenggnrakan  powbiaan pegawal ASN  dalam
pelaksanaan ‘lugas dan Fungsi dalam jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan

pembinaan pegawai di hingkungan UPT RSUD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAB V
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bugian Kesatu
Direktur
Pasgal 8

Dircktur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

hurut o, mempunyal Tugas memimpin. menyusun

kebijakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan,

membina  dan mengawasi  serta mengendalikan

pengelolaon UPT RSUD sesuan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan

fungsi, meliputi:

a. pelaksanaan  koordinasi pelaksanaan Tugas dan
Fungsi unsur organisasi;

b. pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan

UPT RSUD sesuai kewenangannya;

pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPT RSUD;

d. pelaksanaan  pembinaan,  pengawasan dan
pengendalian Tugas dan Fungsi unsur organisasi;

e. peclaksanaan cvaluasi, pencatutun dan pelaporan;
dan

o)
H



f.

S

pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan berkaitan dengan Tugas organisasi guna
mendukung kinerja organisasi.

(3) Uraian Tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mehputi:

a.

merumuskan rencana siralegis dan rencana kerja
UPT RSUD sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan Tugas dalam upaya meningkatkan
produktivitas kerja;

memantau, mengawasi  dan mengevaluasi
pelaksanaan Tugas dalam lingkungan UPT RSUD
untuk  mengetahui  perkembangan  pelaksanaan
Tugas;

menyusun - rancangan, mengorcksi, mcemaral,
memverifikasi dan/atau menandatangani naskah
Dinas;

mengikuli rapat sesuai dengan bidang lugasnya;
merumuskan  penetapan  kebijakan  leknis  serta
kewsjiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang
felah ditetapkan oleh Bupati;

mengoordinasikan penyusunan rencana kerjo UPT
RELIDY  herdnsackan target kinero dan renesins
slralegis Dinas;

mengoordinasikan penyiapan dokumen pendukung
pcnyusunan laporan penyeclenggaraan pemcrintah
daerah, laporan  kinerja instansi  pemerintah,
laporan  kelerangan  pertanggungjawaban  dan
mengimplementusikan sistem akuntahilitas kinerja
instansi pemerintah sesuai Tugas dan Fungsinya
berdasarkan ketentuan pernturan perundang-
undangan;

mengoordinasikan  pelaksanaan,  pengendalian,
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
refarmasi  birokrasi dan  pelayanan  publik  di
lingkungan UPT RSUD; .
memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan
mengawasi scluruh  kegiatan UPT RSUD  yang
meliputi bidang pelayanan medik, penunjang medik
dan keperawatan, bidang pelayanan non-medik,
pengembangan  sumber  daya manusia - serfa
penelitian  dan  pengembangan, scria bagian
administrasi umum, keuangan dan program;
menetapkan penugasan pegawai dan mengusulkan
calon pecjabat keuangan dan pejabal teknis kepada
Bupati sesuai dengan ketentuan; )
mengusulkan pengangkatan, mulasi, kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat dan pemberhentian ASN
kepada pejabat pembina kepegawaian Dagrah; —

) X
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e

m. mengangkat dan memberhentikan pegawai badan
layanan umum Daerah;

n. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
Duaerah sesual dengun kebuluhuan, sclgin pejabal
vang telah  diletapkan dengan  peraturan
perundang- undangan;

0. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan
evaluasi pegawai sccara berjenjang;

p. memimpin  pelaksanaan program muiu dan
kesclamatan pasicn;

q. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali
biaya;

r. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat
teknis, mengendalikan Tugas pengawasan internal,
serta . menyampaikan  dan  memperlunggung
Jawabkan kinerja operasional serta Kkeuangan
kepada Bupal;

s. menyelenggarakan  evaluasi, pencatatan dan
pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan
kegiatan UPT RSUD kepada Kcepala Dinas;

t. monyelonggaraltan  hoordinam  don lonmsultam
dengan  lembaga pemerintah atau lembaga
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
din Fungsi;

u. wenilai kinerju ASN  sesuai dengan  kelentuun
peraturan perundang- undangan;

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan ‘lugas
Ihreklur dan membenkan saran pertimbangan
kepadan atasam sebagni bahan  perumusan
kebmakan; dan

w. menyelenggarakan  lugas  kedinasan  lain yang
diperintahkan oleh pimpinan sesuail dengan bidang
tugasnya.

Bagian Kedua

Wekil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
Pasal 9

Wakil direktur Admimstrasi Umum dan Keuangan
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur yang mempunyai tugas melaksanakan
adiministrasi umum, keuangan dan perencanaan serta
membantu Direktur dalam melaksanakan pembinaan,
pengawasan dan mengoordinasikan penyelenggaraan
administrasi umum, keuangan dan perencanaan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wakil direktur melaksanakan Fungsi:

(3)

a.

penyusunan rencana pemberian pelayanan dalam
hal pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
pelayanan hukum dan kemitraan, kehumasan,
pencatatan, pelaporan, evaluasi, perencanaan
anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana,
akuntansi, dan aset;

koordinasi dan pelaksanaan pelayanan dalam hal
pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
pelayanan hukum dan kemitraan, kehumasan,
pencatatan, pelaporan, evaluasi, perencanaan
anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana,
akuntansi, dan aset; dan

pemantauan dan evaluasi pelayanan dalam hal
pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
pelayanan hukum dan kemitraan, kehumasan,
pencatatan, pelaporan, evaluasi, perencanaan
anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana,
akuntansi, dan aset;

Uraian tugas Wakil Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a.

menyusun rencana Kkegiatan wakil direktur
administrasi umum dan keuangan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Walkil
Direktur Administrasi Umum dan Keuangan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf,
memverifikasi dan/atau menandatangani naskah
dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuskan kebijakan teknis urusan
ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan
kajian peraturan sehingga mendukung peningkatan
kinerja dan kualitas pelayanan;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
surat dan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar terwujud tertib
administrasi;

melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar terwujud peningkatan
kinerja pelayanan kepegawaian;
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melaksanakan  pengelolaan perlengkapan dan
rumah tangga UPT RSUD scsuai dengan prosedur
agar Llercipta pelayanan yang efektif dan efisien:
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pegendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi
kebijakan  teknis bidang administras; umum,
keuangan dan perencanaan;

mclaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemcrintah dan nonpemerintah  dan
lembaga nonpemerinlah dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi;

menilai kinerja  ASN sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang nindangan;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Wakil

Dircktur Administrasi Umum, Keuangan dan
Program serta memberikan saran pertimbangan

kepada  pimpinan  sebagai  bahan perumusan
kebnakan; dan

melaksanakan  tugas  kedinasun  lain yang

diperintabkan  oleh  pimpinan  sesuui  bidung
lugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugaes.

Paragral 1

Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

(1) Baman Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
dipimpin oleh kepala bagian administrasi umum dan
sumber  daye  manusia yang  mempunyai  Tugas
membantu wakil  direktur admmistrasi umum,
keuangan dan program dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggasn dan
Kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bagian mempunyai fungsi:

a.

b.

€.

perumusan kebijakan teknis bagian administrasi
umum dan sumber daya manusia,

pelaksanaan kebijakan teknis bagian administrasi
umum dan sumber daya manusia;

peluksanaan evaluasi dan pelaporan bagian
administrasi umum dan sumber daya manusia;
pelaksanaan administrasi  bagian administrasi
umum dan sumber daya manusia; dan

pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang sesuai

dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian Tugas Kepala Bagian scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
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menyusun rencana kegiatan bagian administrasi
umum dan sumber daya manusia scbagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan  dan memberi petunjuk
pelaksanaan Tugas;

memantau, mengawasi dan  mengevaluasi
pelaksanaan ftugas dalam lingkungan bagian
administrasi umum dan sumber daya manusia
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
Tugas;

menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapal sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuskan kebijakan leknis UTLISHT
ketatausahaan, kepegawaian dan
kerumahtanggaan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan tugas dan kajian peraturan sehingga
mendukung peningkatan kinerja dan kualitas
pelayanan;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
sural dan arsip sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan agar lerwujud
tertib administrasi;

melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undungun aguar lerwujud peningkoton
kinerja pelayoanan kepegawaiai,

melaksanakan pengelolaan  perlengkapan  dan
rumah tangga UPT RSUD sesual dengan proscdur
agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien;
mengoordinasikan kegiatan pelayanan
administrasi scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk  teraiptanya  tertib
administrasi;

mengoordinasikan  penatausahaan naskah dinas
masuk  Jdao kelua yaug L hiubungan clengan
kegiatan UPT RSUD:

megoordinasikan pengklasifikasian dan
pendistribusian naskah dinas SEsUl
petunjuk/disposisi atasan untuk diproses lebih
lanjut;

mengoordinasikan penyusunan administrasi dan
menyiapkan surat perintah/surat  perintah
perjalanan dinas serta mendokumentasikan
laporan pelaksanaan perintah perjalanan dinas;
mengoordinasikan penyusunan dokumen standar
operasional prosedur dengan menganalisis sclap
tugas dan proses kerja serla Lerkoordinasi unil
lain pada RSUD untuk dijadikan pedoman dan
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sebagai standar pelaksanaan dari seliap proses
kerja di RSUD;

melaksanakan penataan, pemeliharaan, dan
penyusutan arsip baik dengan sistem kearsipan
konvensional maupun dengan sistcm  kearsipan
berbasis clckironik di RSUD:

melaksanakan pemusnahin arsip pada RSUD
dengan memilih arsip yang tidak mempunyai nilai
kegunaan dan telah melampaui jangka waktu
penyimpanan untuk mewujudkan cfisiensi dan
clektifitas kerja serta menyelamatkan informasi
dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya;
mengoordinasikan kegiatan kerumahtanggaun UPT
RSUD  scsuai  dengan  kelentuan  peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan Tugas;
melaksanakan pengaliTan penggunaan

ambulance, kendaraan dinas dan rumah dinas
sesual dengan kebutuhan dan  ketentuan
peratwan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan 'l'ugas;

mengoordinasikan penyusunan kebutuhan tenoago
dan  fasilitas pada  kegiatan  pengelolaan
transportasi, melaksanakan pengaturan jadwal
kewmmunun dan lwotertiban, parlur dum leeberailan
serta urusan rumah tangga lainnya di lingkungan
UPT RSUD schingga proses kerja tercipta dan
berjalan dengan baik;

memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan
transportasi, keamanan dan ketertiban, parkir dan
kebersihan scrta urusan rumah tangga lainnya
qequni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin pelaksanaan Tugas
sesual dengan perencanaan;

mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan
keputusan Direktur terkait dengan pengelolaan
kepegawaian sesuai dengan aturan tata naskah
dimmas untuk tertib administrasi;

mengoordinasikan penyusunan analisis beban
kerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan
standar kompetensi jabatan ASN pada RSUD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengoordinasikan penyusunan lormasi
kebutuhan pegawai lingkup RSUD berdasarkan
hasil analisis beban kerja dan analisis kebutuhan
jabatan dalam rangka rekruitmen pegawai sesuai
kebutuhan;

M
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% m‘f"lak“‘f'ﬂﬂk&" pengelolaan dan penyajian data
pegawal di lingkungan UPT RSUD secara
sislemalis dalam rangka penyediaan informasi
kepegawaian yang akurat;

y. ~mengoordinasikan pcnyusunan daftar  urut
kepangkatan dan bezetting pegawai sesuai dengan
prosedur dalam rangka pembinaan karir dan
prestasi pegawai

Z.  mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan,
pembinaan, penegakan disiplin pegawai UPT
RSUD sebagai bahan pertimbangan atasan untuk
menindaklanjuti hasil pemantauan /pembinaan;

aa. mengoordinasikan penyiapan administrasi
pengelolaan  sanksi dan  penghargaan pegawai
lingkup RSUD berdasarkan mekanisme dan
peraturan perundang-undangan schingga
pembinaan pegawai berjalan dengan baik;

bb. mclaksanakan penyusunan dan PENErHpan
stundar pelayanan untuk tiap jenis layunan pada
bagian administrasi umum dan sumber daya
manusia yang meliputi tatu usaha, rumah tanggo
dan kepegawaian;

cc. melaksanakan cvaluasi sccara berkala terhadap
standar pelayanan  pada  bagion admimstrasi
umum dan sumber daysn manusia yang meliputy
tata usaha, mamah tangga dan kepegawaian;

dd. melaksanakan penpgelolaan penpgandunn masyoaralkat
lerhadap layanan yang disediakan pada bagian
administrasi umum dan sumber daya manusia
yang meliputi tata usaha, rumah tangga dan
kepegawaian;

ce. melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada
baginn  administrasi umoum  dan sumber  daya
manusia yang mcliputi tata usaha, ramah tangga
dan kepegawaian;

{T. mengoordinasikan an melaksannkan
pemantauan, pengendalinn, pengawasan superviai
dan evaluasi kebijakan teknis operasional bagian
adminisirasi umum dan sumber daya manusia
vang meliputi tata usaha, rumah tangga dan
kepegawaian;

ge. mclaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah  dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung
pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

kk. menilai kinerja ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
bagian administrasi umum dan sumber daya

M
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manusia dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

n-.miakaanakan Tugas kedinasan  lain yvang
diperintahkun oleh atasan sesuaj bidang tugasnya
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas.

Paragraf 2
Bidang Perencanaan
Pasal 11

(1) Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bagian
Percncanaan yang mempunyai tugas membantu Wakil
Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam
mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluusi kegiatan program UITI' RSUD.
Dalam melaksanakan tugas sebogaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bagian melaksanakan fungsi:

(2)

(3)

i,
b.

C.

d.

perumusan kebijakan teknis Bagian Perencanaan:

pelaksanaan kebijakan teknis Bagian Perencanaan:
pelaksanaan  evaluasi dun  pelaporan Bagion
Pereneanann:

pelaksanaan administrasi  Bagian Perencanaan:
dan

peluksanaan fungsi lain scsuai dengan  bhidang
Lugasnya.

Urtatann lugus Kepula Buglan sebagaimana dimaksud
ayat (1):

d.

b.

menyusun rencana kegiatan Bagian Perencanaan
sebagnl pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi  dan mengevaluasi
pelaksanaan  tugas  dalam  lingkungan  Bagian
Perencanaan untuk mengetahui  perkembangan
pelaksanaan tugas,

menyusun  rancangan, mengoreksi.  memaraf
memverifikasi dan/atau menandatangani naskah
dinas;

mengikuli rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikuan dan melaksanakan Perencanaan
sesuai dengan kctentuan peraturan perundang
undangan untuk membangun citra positif UPT
RSUD;

mengoordinasikan  pengumpulan, anahsis dan
penyajian  data  sesual ketentuan  peraturan
perundang-undangsn sebagai bahan perencanaan
dun pengembangan UPT RSUD;

2
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h. z;;iﬂ:di;?ikm ’ penyusunan perencanaan
pcnjabarlm ﬂ;;’ﬁ EE; anggaranf.pemhahan.atas
dacrah/perubahan renjtrﬂaa hi kE‘r‘]a i

» 1snis dan anggaran
badan layanan umum daerah sesuai kelentuan
peraturan  perundang undangan untuk  dijadikan
pedoman pelaksanaan kegiatan:

i. mengﬂm'_d_inasikan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah UPT
RSUD  sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan scbagai bentuk pelaksanaan tanggu:jg
jawab tugas dan fungsi UPT RSUD:

J.  mengoordinasikan penyusunan laporan
perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan
UPT RSUD sesuai hasil moniloring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dalam rangka  menilag
kuiajuan realisasi oulput dan dampaknya;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Bagian Perencanaan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja dimasa mendatang;

I, mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi
kebijakan teknis operasional Bagian Perencanaan
yang mclipuli program, monitoring dan cvaluasi
pETENICANHAD,

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah
dalam rungka mendukung pelaksanaan Lugoas dan
fungsi;

n. mermdan linerja ASN  gesual dengan  ketentuan
peraturan perundang- undangan;

0. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepula
Bagian  Perencanaan  dan  memberikan  saran
perfimbangan  kepudu  pinpinun scbogal  bahan
perumusan kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan  lain  yung
diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya untul mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Paragraf Ketiga
Kepala Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 12

(1) Bagian Kcuangan dan Aset dipimpin oleh IKepala
Bagian Keunngon dan Aset yang mcmpuny#i tnpas
membantu Wakil Direktur Administrasi Umum dan
Keuangan dalam merencanakan, mengoordinasikan,

')
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memonitor dan mengevaluasi pengelolaan kcuangan
dan barang milik dacrah pada RSUD.
(2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bagian mempunyai Fungsi:
4. perumusan kebijakan teknis bagian keuangan dan
aset;

b. pelaksanaan kebijukan teknis bagian kcuangun dan

aset;

¢. pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan  bagian

keuangan dan aset:

d. pelaksanaan administrasi bagian keuangan dan

asel; dan

e. pclaksanaan tugas kedinasan  lain yang sesnai

dengan bidang tugasnya
(3) Uraian tugas Kepala Bagian sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), meliputi:

4. menyusun rencana kegiatan Dagian Keuangun dan
Asel sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

b.  mendistribusikan  dan  memberi  petunjuk
pelaksanaan tugas;

¢.  memantau, mengawasi dan = mengevaluasi
pulaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian
keuangan dan  Asel  untuk  mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d.  menyusun  rancangan, mengoreksi, memauarnfl
dan/atau mennndatangani naskah dinas;

e, mengikul rapal sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  mengoordinasikan dan melaksanakan
penatausaliadan Keuangan BUBLLAL dengun
kelentuan  peraturan  perundang-undangan dan
pedoman yang telah ditetapkan;

g. melaksanakan  bimbingan  dan  pengawasain
prlaksanaan pernalausahaan keuangan
berdasarkan standar prosedur yang ditetapkan
atau scsual  ketentuan peraluran  perundang-
undangan;

h. melaksanakan pengelolaan barane milik daerah
pada RSUD scsuai dengan ketentusn peraturun
perundang-undangan;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pembinaan
penganggorun dun peluksanoan anggaran, serta
akuntansi dan pelaporan keuangan;

j.  mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
dan lapuran barang milik daerah serta laporan

barang persediaan pada RSUD sesuai dengan
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, kehijaksanaan  feknis,

M
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pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya
vang berhubungan dengan perbendaharaan:
melaksanakan analisis kebutuhan anggaran
untuk pengalokasian pada perencanaan Rencana
Kerja dan Angguran/Rencana Bisnis dan Anggaran
RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan untuk tertib dan disiplin
HOggFaran;

mclaksanakan pengelolaan kas dengan
menyelenggarakan pencrimaan dan pengeluaran
kas, melakukan pemungutan pendapatan dan
tagihan, menyimpan kas dan rckening bank,
melakukan pembayaran, mendapatkan sumbcer
dana menutup defisit  jangka pendek dan
memaniaatkan surplus kas jangka pendek untuk
memperoleh pendaputan tambahan;

meneliti pengajuan surat permintaan pembayaran
lnngsung, surat permintaan pembayaran uang
persediaan, surat permintaan pembayaran ganti
urig dan sural permintaan pembayaran tambah
1nang persediaan;

memeriksa, meneliti dan melakukan  verifikasi
terhadap penerbitan Sural Perintah Membayar
untuk penarikan dana yung bersumber dari Badan
Layanan Umum Dacrah/Anggaran Pendapatan
dun Belanja Daerah/Anggaran Pendapatun dun
Belanja Negara;

menelii sural  perintuh  pencairan  dana  yang
diterbitkon bendalimrs amum dacrah aftas whan
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
melaksanakan analisis kebutuhan barang milik
dacrah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah  pada RSUD  dengun memperhatikan
ketersediaan dan kondisi fisik barang yang ada
sehingpa dapat dyadikan pedoman penyediaan
anggaran  untuk kebutuhan baru dan
pemeliharaan barang milik daerah pada RSUD:
melaksunakan pemeriksaan  dan penerimaan
peralatan non medis UPT RSUD dan peralatan
lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik
barang uniuk menjamin ketersediaan  dan
kesiapan barang untuk digunakan yang secara
terus menerus terhadap kondisi peralatan medis
UPT RSUD sesuai prosedur untuk menjamin
keamanan pemakaian alat-alat medis, akurasi
hasil pemeriksaan dan meningkatkan mutu
pelayanan medis;

meneliti usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah pada RSUD;

M
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melaksanakan  penatausahaan  barang  ilik
dacrah pada RSUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

menyusun usulan pengajuan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah pada
RSUD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyusun dolumen pengajuan usulan
penghapusan barang milik doerah dengan
mengklasifikasi  alasan  penghapusan  karena
dimusnahkan dan atau dipindahtangankan dalam
bentuk dijual, ditukar atau dihibahkan untuk
tertibnyn penataan barang milik dacrah pada
RSUD,

weneliti - bahan  rekonsiliasi  dalam  rangka
penyusunan laporan barang milik dacrah pada
RSUD;

meneliti laporan barang semesteran dan tahunan
sesuai dengan prosedur standar operasional untuk
alkkuntabiitas pengelolnan barang milik daerah
pada RSUD;

meneliti laporan barang persediaan berdasarkun
hasil stock opname sesuai dengan proscdur dan
ketentuan peraturan perundang- undangan;
meneliti laporan mulasi barang sesuai dengan
standar operasional prosedur agar terwujud tertib
administrasi pelaporan;

melaksanakan  kontrol  lerhadap  pengamanan
barang milik dacrah pada RSUD agar terwujud
tertib administrasi, fisik dan hukum;

menghunpa dan mempelajan peraluran
perundang-undangan,  kebijaksanaan  teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahon lninnyn
yang berhubungan  denpan akuntansi  dan
verifikasi;

melaksanakan pengumpulan, mengkompilasi dan
mengklasifikasi  data  sesua1  kebutuhan agar
terwujud validitas data keuangun;

membuat jurnal umum, buku kas pengeluaran
dan buku kas penerimaan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar
terciptanya tertib administrasi keuangan;
menyusun laporan keuangan RSUD sesuai dengun
standar akuntasi pemerintuh sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi dan menjadi bahan evaluasi serta bahan
pengambilan kebijakan;

melaksanakan verifikasi terhadap pengeluaran
cek/transfer  dari kasir  pengeluaran  dengan
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rekening koran bunk scsuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
menghindari terjadinya kesalahan:

memeriksa dan menelili scloran penerimaan dari
kasir penerima dengan rekening koran bank
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan unfuk menghindari lerjadinya
kesalahan;

mcemeriksa dan meneliti bukti pengeluaran berupa
lembar order, lembar pengeluaran kas, legality
form dan nota/kuitansi sesuai dengan kclentuan
peraturan perundang-undangan untuk
menghindari terjadinya kesalahan;

melaksanakan  rckonsiliasi  pendapatan  dan
pengeluaran RSUD dengan badan keuangan
sesuai dengan standar operasional prosedur untuk
mewujudkan  akuntabilitas laporan keuangan
RSUD:

meclaksanakan penyiapian bahan dalam rangka
fasilitasi pemeriksuan yang dilakukan oleh
pumeriksa iniernal/eksternal untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas RSUD;
melaksanakan  pemeriksoon dan  penelitian
terhadap realisasi anggaran langsung dan tidak
langsung sesuni dengan  ketentuan  peratiran
perundang-undangan wntuk menghindari
lerjadinya kesalahan;

mclaksanakan  penyusunan dan penerapan
standar pelayanan untuk tiap jenis layanan pada
Dagian Keuangan dan Aset;

melaksanakan evaluasl secara peérkala ternaaap
standar pelayanan pada Bagian Keuangan dan
Asct;

melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakal
lerhadap layanan yang discdiskan pada Bagian
Keuangan dan Aset;

melnksanakan pemantanan. pengendalinm dan
cvaluasi kebijakan tekmis operasional Bagian
Keuangan dan Asct yang meliputi
perbendaharaan, aset, akuntansi dan verifikasi;
melaksanokan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dan
lembuga nonpemerintah dalam rangke
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Bagian Kcuangan dan Aset dan memberikan saran
pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

N
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rr. menilai kinerja ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

pp. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintuhkan olch pimpinan sesuai  bidang
tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanann mgas.

Bagian Kedua
Walkil Direktur Pelayanan Medik, Penunjang Medik,
Keperawatan dan Kebidanan
Pasal 13

(1) Wakil dircktur pelayonan medik, penunjang medik,
keperawatan dan kebidanan berada di bawah dan
berlanggungiawab kepadan Direktur yang mempunyai
Tugas melaksanakan pelayanan medik, penunjang
medik, keperawatan dan kebidanan serta membantu
Direktur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan
dan mengoordinasikan penyelenggarann pelayanan UPT
RSUD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wakil direktur melaksanakan Fungsi.

a. penyusunan rencana pemberion pelayanan medik
dan penunjang medik, serta keperawatan dan

kebidanan;

b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik dan
penunjang  medik,  serta keperawatan  dan
kebidanan;

c. pelaksanoan kendali mutu, kenduli Dbiaya, dan
keselamatan pasien di bidang pclayanan medik dan
penunjang medik, serta  keperawatan dan

kebidanan,
d. pemantauan dan cvaluasi pelayanan medik dan
penunjang  medik, serta keperawatan  dan

kebhidanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesual dengan bidang

lugasnya
(3) Uraian tugas wakil direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mehputi:

a. menyusun rencana kegiatan wakil dircktur
pelayanan  sebagai pedoman dalam  pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan Tugus;

c. memantau, Mengiwis! dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT RSUD
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf,
memveritikas: dan/atau menandatangani naskah
dinas;



-99 .

e. mengikuli rapal sesuai dengan bidang tugasnya,

f. mengoordinasikan, melaksanakan dan
mengendalikan  perumusan  kebijakan pengelolaan
pelayanan medik dan penunjang medik, serta
keperawalan dan kebidunan;

g. mengoordinasikan keptatan pelayanan UPT RSUD
dengan mengedepankan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku
schingga mendorong pencapaian visi, misi, dan
tujuan UPT RSUD;

h. mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi
pelaksanaan Tugas staf medis sesuai kelentuan
peraturan perundang-undangan agar pelayanan
dapal berjalan dengan baik;

i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan
pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pclayanan
medik dan penunjong medik, serta keperawatan dan
kebidanan sesuai dengan standar  operasional
prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

j. mengourdinasikan  pelaksanaan  mgas i hidang
pelayanan medik dan penunjang medik, scria
keperawatan dan  kebidanan melalui rapat
koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan Lugas;

k. mcngoordinasikan dan mclaksanakan pcmantauan,
pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi
kebijakan tekms hdang pelayanan medik  dan
penunjang  medik, serta  keperawatan  dan
kedanan;

I meluksunakan kovidinasi dan konsultasi deongan
lembaga pemerintah atau nonpemerintah  dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

m. menilai  kinerja  ASN  sesuai  dengan  kefentuan
peraturun perundang- undangan,

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Wekil
Dircklur  pelayanan  medik, penunjang medik,
keparnwatan dan kebidanan dan memberikan saran
pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

0. melaksanakan  tugas kedinasan  lain  yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya untuk mendukung kelancaran
pclaksanaan tugas.

Paragraf |
Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
Puasgal 14

(1) Bidang pelayanan  medik dan penunjang medik
dipimpin oleh Kepala bidang pelayanan medik dan

!_. !
.
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(3)
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penunjang medik yang mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan medik dan penunjang medik
serta membantu wakil direklw pelayanan dalam
melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan,
pengembangan, monitoring dan ¢valuasi di bidang
pelayanan medik dan penunjang nicdik.

Dalam meclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Bidang melaksanakan Fungsi,

meliputi:

a. pcrumusan  kebijakan teknis bidang pclayanan

medik dan penunjang medik;

b, pclaksanoan  kebijakan  teknis hidang pelayanan

medik dan penunjang medik;

¢. pclaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  bidang

pelayanan medik dan penunjang medik;

d. pclaksanaan administras bidang pelayanan wmedik

dan penunjang medik; dan

¢ pelaksanaan fungsi lain sesum dengan  bidang

lugasnya,

Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), meliputi:

a.  menyusun rencana  kegiatan  bidang peluyanan
medik dan penunjang medik sebagai pedoman
filum peluksunwuan Tugar;

b. mendistribusikan dan membert pelunjuk
pelaksanaan Tugas;

¢. memanrau, mengawasi dan mengevaluasi
peluksananan  tugas dalam  lingkungan  bidang
pelayanan medik dan penunjang medik untuk
mengetahui perkembuangan peluksunaon Tugas;

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf,
memverilikasi dan/atau menandatangani naskah
dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

[.  merumuskan kebijakan tcknis  pengelolaan
prlayanan wedik, ek medis, rujukan dan
penunjang medik  serta  sistem  informas
kesehatan, dan lainnya berdasarkan hasil evaluasi
prlaksanaan tugas dan kajian peraturan scbagai
bahan pengaminlan kebijakan;

g. mengoordinasikan PETLY USLTLATL FELICHT A
kebutuhan sumber  daya berupa  sarana,
prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan
kebutuhan lainnya sesuai dengan kebijakan
siralegi UPT RSUD serta prosedur dan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan Tugas;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
peloyunan medie, rekam medis, rujukan dan
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pemunjang  medis  scerta pengelolaan  sistem
informasi  kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan UPT RSUD sehingga terwujud pelayanan
keschalun yang aman, bermutu, anti diskri minasi,
dan efcktif dengan mengutamakan kepentingan
pasien;

melakaanskan pengawasan pelaksanaan  siatus
stal medis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar pelayanan dapal
berjalan dengan baik;

mengoordinasikan  pengelolaan  instalasi rawat
inap, instalasi rawat julan dan insialasi gawal
daruraf, sesuai dengan ketenluan yang berlaku
schingga memberikan arah dalam pemberian
pelayanan medis yang bermutu dan berkualitas:
mengoordinasikan pelaksanaan Disaster Plan ULY
R3UD melalui rapat koordinusi untuk mewujudkan
kesaluan tindakan dalam penanganan pasien
korban bencana;

mengoordinasikan penyusunan kebutuhan untuk
progeloloan pelayanan medik dengan menganalisis
kebutuhan (enaga, peralatan, sarana, dan bahan
lainnya sesuai kebutuhan riil dan prosedur yang
berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan
Tugnyg;

mengoordinasikan  pengelolaan  peluyunan medik
svsuadl dengnn standar prosedur pelayanan prima
dan kode etik profesi serta kode etik UPT RSUD,
sehingga memberi jaminan kualitas  pelayanon
sesuul stundar  dan memberi kepuasan
masyarahal,

mengoordinasikan penyiapan bahan dan fasilitas
pelayanan medik di instalasi rawal inap, nstalasi
rawat jalan dan instalasi rawat damurat, dan
instalasi lain yang melaksanakan (ndakan medis
sehinggn terbangun proses kerja yang

terkonrdinasi;
mengoordinasikan penyusunan dokumen standar

pelayanan publik, dan laporan pelaksanaan
standar pelayanan minimal  pelayanan  medik
dengan melaksanakan  koordinasi  kepuda wiut
terkait sesuai dengan prosedur agar terwujud
transparansi dan akuntahilitax penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi UPT RSUD;

mengoordinasikan  penyiapan bahan koordinasi
pelaksanaan  disaster plan UPT RSUD  sesuai
dengan standar operasional prosedur schingga
terwujud kesatuan tindakan dalam penanganan

pagien korban bencanw;
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q. mengoordinasikan penyusunan kebutuhan untuk
pengelolaan  pelayanan  radiologi, laboratorium,
rehabilitasi medis dan rekam medis dengan
menganalisis kebutuhan tenaga, peralatan, sarana,
dan bahan lainnya sesuai kebuluhan il dun
prosedur agar tercipla kelancaran pelaksanaan
tugas;

T. melaksunakan inventarisasi, mcngclola,
menyajikan data rekam medis dan pr:ngaf*sipan
data rekam medis dengan menggunakan prinsip
sistem  rekam medis dan informasi  keschatan
schingga menjadi sumber informasi untuk
kepentinpan pertimbangan kebijakan pengelolaan
alau lindakan medis;

s. melaksanakan  monitoring  evaluasi sistcm
informasi rumah sakil dengan cara
rengidentifiltac humbulun yang ada dedeuss 1angha
perbaikan kinerja di masa mendatang;

t. mengoordinasikan pembuatan rancangan dun
mengembangkan sistemn  jurngan rekam  medis
manual dan elektronik dengan memanfaatkan
leknologi  informasi untuk menunjang sistem
informasi manajemen UPL RsUD;

u.  mengoordinasikan penyispan bahan pengawasan
pengelolann infarmasi kesehatan dengan
menppunakan prinsip sistem rekam medis dan
informasi kesehatan;

v. mengoordinasikan penyiapan bahan rekam medis
susuail tdenpan slondar operasional prosedur untuk
pelayanan medis dan pelayanan lainnya kepada
pasien;

w. melaksunokan  evaluusi  terhadap  pelaksanaan
kegiatun  pada  instalasi  radiologi, instalasi
laboratorium, rehabililasi medis  dan  instalas
tekam medis untuk menilal kebehasilao dan
bahan melaksanakan perbaikan dalam rangka

menunjang kunlilus pelayanan;

%. ielaksanakan ponbinaan,  boobingea dau
supervisi penunjang medis dan pelayanan
nonmedis;

y. melaksanakan  penyusunan  dan penerapan
standar pelayanan unruk riap jenis layanan pada
bidang pelayanan medik dan penunjang medik;

z. melnksanakon evalunsi secnro berkola lerhadap
standar pelayanan pada bidang pelayanan medik
dan penunjang medik;

aa, melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat
terhadap layanan yang disedinkan pada bidang
pelayanan medik dan penunjang medik;

M
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bb. melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada
bidang pelayanan medik dan penunjang medik dan
mcluksanakan evaluasinyi secara berkili;

ce. melaksanakan  pemantavan, pengendalian  dan
evaluasi kebijakan teknis bidang pelayanan medik
dan penunjang medik;

dd. melaksanakan koordinasi dan konsullasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga nonpcmerintah
dalam rangka mendulkung prlaksanaan Tugas dan
Fungsi;

ee. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan
perundung-undangan;

ff.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala
bidang pelayanan medik dan penunjang medik
serla memberikan saran  purtimbungan  kepada
pimpinan scbagai bahan perumusan kebijukan;
dan

gg. melaksanakan  Tugas kedinasan  lain  yang
thperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.,

Paragrat 2
Bidang Keperawatan dan Kebidanan
Pasal 15

(1) Bidang keperawalan dan  kebigdanan dipimpin oleh
kepala  bidang  keperawatan dan kebidanan yang

MempunyAi lupas melaksanakan pelayanan
heperawalu sertu membunlu wakil ditcklur pelayannn
dalam mclaksanakan pengelolaan kegiatan

perencanaan dan pengembangan, moniloring  dan
cvaluasi  di  bidang pelayanan  keperawalan dan
kebidanan,
(2) Dalam melaksanakan Tugas scbagaimana dimalcsud
pada ayal (1), kepala bidang melaksanakan Fungsi;
a. perumusan kebijakan teknis bidang keperawatan
dan kehidanan;
b, pelaksanaan kcbijakan tcknis bidang keperuwualon
dan kebidanan;
¢. pelaksanaan cvaluasi  dan  pelaporan  bidang
keperawatan dan kebhidanan;
d. pelaksanaan administrasi bidang keperawalan dan
kebidanan; dan
c. pclaksanaan Fungsi lain sesuai dengan  bidang
fugasnya.
(3) Uraian 'ugas kepala bidang sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. mecnyusun rencana Kegiatan bidang keperawatan
dan  kcbidanan  sebagai pedoman  dalam

pelaksanaan Tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan Tugas;

memantau, mengawasi dan menguevaluasi
pelaksanaan  tugas di  lingkungan bidang
keperawatan dan kebidanan unituk mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

menyusun  rancangan, mengorcksi, memaral,
memverifikasi dan/atau menandalangani naskah
dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuskan kebijakan tcknis bidang keperawatan
dan kebidanan dengan berdasarkan pada hasil
evaluasi pclaksanaan Tugas dan kajian peraturan
schingga menjadi bahan pengambilan keputusan
Dircktur;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
pelayanan  keperawatan dengan  merencanakan,
mengorgamsasi, mendelegasikan, melaksanakan
komunikasi dan melaksunukan kontrol untuk
mewujudkan  pelayanan  keperawatan dan
kebidanan yang berkualitas;

» mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan
tenaga keperuawatan, tenngn kebhidoman dean alat
kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan untuk
mewujudkan pelayanan keperawatan  dan
Kebidanan yang berkualitas;

mengoordinaciltan ponyuvunun slundur polayanan
keperawatan  dan  kebidanan sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sehinggn  dapat dijadikan pedoman pelaksanaan
dan  pengawasan  pelayanan  keperawatan  dan
ltehidanan;

melaksanakan pengawasan pengelolanon pelayonan
keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar
operasiomnal - prosedor sehinpgga dapat diketabhaon
perkembangan dan kemajuan, identifiknsi
permasalahan serta upaya pemecahannya;

. mclaksanakan cvaluasi pclaksanaan pelayanan
keperawatan dan kebidanan dengan berkoordinasi
dengan uml terkaoit lainnya dan memperhatikan
hasil survey kepuasan masyarakat dalom rangka
memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan;
mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan

don pengembangan mutu rawat jalan, rawat inap
dan asuban  keperawatan dan  kebidanan  dan

bimbingan kerchanian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pada UPT RSUD;

A
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m. mengoordinasikan penyusunan inatrumen
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana
dan alat kesehatan di ruang rawat inap sesuai
dengan prosedur yang berlaku untuk mendukung
peningkatan kuahtas pelayanan;

n. mengoordinasikan penyusunan standar prosedur
operasional  peclayanan keperawatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
dijadikan pedoman standar pclayanan keperawatan
untuk rawat jalan dan rawat inap;

0. melaksanakan pemantauan dan pengawasan
pclaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan
serta ctika keperawatan dan kebidanan  sesuai
prosedur perundang-undangan agar terkendali dan
tidak terjadi penyimpangan;

p. mengoeordinasikan penyusunan rencana kebutuhan
tenaga keperuwalan, tenaga kebidanan duan alut
kesehatan pada instalasi rawat inap dan rawat
Jalan  pada UPT RSUD  berdasarkan  analisia
kebutuhan untuk mewujudkan pelayanan prima;

q. mengoordinasikan  pengusulan  kebutuhan  dan
penciapatan  lendga Keperawdtan  dan renaga
kebidanan sesusi dengan prosedur agar pelayanan
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien:

r. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan
dan  pengembangan mutu pelaksanaan rawat
intensit sesuar  dengan ketentuan peraturan
prerundang-undangan untuk memngkatkan kualitas
]"ll‘TH}'HTIHn pﬂri:il pelaksanaan ingsi luin wesouai destggan
bitdung tugasnya UPT RSUD);

8. mengoordinasikan penyusunan standar operasional
prosedur pelayanan keperawatan dan kebidanan
sesual Ketentuan peraturan perundang undangan
untuk dijadilkkan pedoman standar pelayanan
keperawalan unluk rawal intensil;

t. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan
tenaga keperawatan, tenaga Kebidanan dan alal
keschatan pada UPT RSUD berdasarkan analisis
kebutuhan untuk mewujudkan pelayanan prima;

u. mengoordinasikan penyiapan  hahan  [asilitasi
pelaksanaun bimbingan dan  pelatithan terhadap
penggunaan alat khusus sesuai kelentuan agar
tercipta pemahaman yang sama dalam
PeNggUNaannya;

v. mengoordinasikan pengusulan  kebutuhan dan
penempatan lenaga keperawatan dan kebidanan
untuk pelaksanaan pengelolaam  rowal  khians
sesuai dengan prosedur agar pelayanan dapat
diluksanakan secara efektif dan efisien;

M
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w. melaksanakan penyusunan dan pencrapan standar
pclayanan untuk tiap jenis layanan pada bidang
keperawatan dan kebidanan:

x. meclaksanakan evaluasi secara berkala terhadap
standar pelayanan pada bidung keperawatan dun
kebidanan;

y. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat
terhadap laynnan yang disedinkan pada bidung
keperawatan dan kebidanan;

z. melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada
bidang  keperawatan  dan kebidanan  dan
melaksanakan evaluasinya secara berkala;

aa. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan
evaluasi kebijakan leknis bidang keperawatan dan
kebidanan mcliputi rawat jalan dan rawat inap
serta rawal intensif;

bh melakaonulun koordinasi dan koneullusi dengun
lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah
dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan
Fungsi;

cc. menilai kinerja ASN scsuai ketenluan peraturan
perundang-undangan,

dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
bidang  keperawatan  dan  kebidanan  serta
wemberikon  saran pertimbangan kecpada atasan
sehagni Dudiu perwnussn kebnjakan; don

ee. melaksanakan  tugas  kedinasan  lain yang
diperintahkan olch atasan sesuai bidang tugasnya
untuk mendukung kelancaran peladesanaun tugus.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pengembangan Rumah Sakit
Pagal 16

(1) Wakil dircktur berada di bawah dan bertanggungjawab
kepnda Direktur yang mempunyai tugas membantu
Direktur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan
dan mengoordinasikan  penyclengparaan  kegiatan
pengembangan, mulu, dan pendidikan.

(2) Dalam meluksanakan Tugas schuagaimeana dunaksud
pada avat (1), wakil direktur melaksanakan Fungsi:

a. Penyusunan rencana delam pengembangan rumah
sakit;

b, koordinasi dan pelaksanaan pengembangan rumal
sakit;

c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan
kesclamatan pasien di  bidang pengembangin
rumah sakil;

X
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d. pcmantauan dan evaluasi pengembangan rumah

sakit; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang
Tugasnya

(3) Uraian 'Tugne walkl dicchiu subagaiinanag  dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun  rencana  Kegialan  wakil  direktur
pengembangan rumah sakit scbagai pedoman dalam
pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi pelunjuk
pelakaanaan Tugns;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Tugas dalam lingkungan UPT RSUD
untuk  mengetahui  perkembangan  pelaksunaan

Tugas;

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaral,
memverifikasi - dan/atan menandulangani  naskah
dinas;

€. mengikuti rapat sesuai dengan bidang lugasnya,;

f. mengoordinasikan, melaksanakan dan

mengendalikan  perumusan kebijakan pengelolaan
urusun pengembangan rumah sakit:

B. mengoordinusikan pelaksanaan pemcriksann,
pemeliharaan dan perbaikan terhadap fisik sarana
dan peralatan non medis UPT RSUD sesuai prosedur
sehinggn  berfungsi  optimal  dalam pelaksanaan
Tugas;

h. mengoordinasikan, melaksanakan dan
mengendalikan  perumusan  kebuinhan RATANA,
prasarand, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan
lainnya dengan berdasar pada analisis kebutuhan
unituk menunjang pencapaian standar pclayanan
urusan pengembangan rumah sakit;

1. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan
pembingan pelaksanaan tugas bidang
pengembangan rumah sakit scsuai dengan standar
operasional prosedur agar tidak teriadi kesalahan
dalam pelaksanaan Tugas;

J- mengoordinasikan pelaksanaan Tugas-Tugas
pengembangan tumal sakil welalul 1apal koordinasi
unltuk kelancaran pelaksanaan Tugas,

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pcmantauan,
pengendalian, pengawasan, supervisi dan cvaluasi
kebijukan leknis bidung penpembangsn cumal salt;

l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam
rangks mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

m. merungkatkan kinerja ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e
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n. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas wakil
direktur  pengembangan  rumah  sakit dan
memberikan Tugas dan pertimbangan kepada atasan
scbagai bahan perumusan kebijakan; dan

0. melaksanakan  Tugas  kedinasan  lain yang
dipcrintahkan olch atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragrafl 1
Ihdang Pengembangun Sarana dan Prasarani
Pasal 17

(1) Bidang pengembangan sarana dan prasarana dipimpin
oleh kepala bidang pengembangan sarana dan
prasarana yanyg mempunyal tugas melaoksanokan
pengembangan sarana dan prasarana serta membantu
wakil direktur pengembangan rumah sakit dalam
melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan,
dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pengembangan sarana dan prasarana.

(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan Fungsi:

d.  perumusan Kebijukan teknis bidang pengembangan
sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan kebijakan teknis hiding
pengembuangan sarana dan prasarana;

c. pelaksanaan evaluasi dun peluporun  bidung
pengembangan sarana dan prasarana;

d. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan
sarana dan prasarana; dan

¢. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain sesuai bidang
tugasnya.

(3) Uraian Tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan
sarana dan prasarana secbagai pedoman dalam
nelaksanaan Tugas:

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan Tugas:

¢.  memantan, MenEnwis diati wengevahiasi
pelaksanaan (lugas dalam lingkungan bidang
pengembangan sarana dan prasarana untuk
mengetnhui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf,
memiverifikasi dan/atau menandatangani naskah
dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

. merumuskan kebijakan teknis bidang
pengembangun sarana dan prasarana berdasarkan

AN
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hasil vvaluasi  peluksanaan  Tugas dan  kajian
peraturan  yang terkait sehingga mendorong
peningkatan kualitas pelayanan;

mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan
sumber daya bidang pengembangan sarana dan
prasarana berupa sarana, prasarana, tenapa,
peralatan, bahan dan kebuluhan lainnya sesuau
dengan strategi UPT RSUD serta prosedur dan
peraturan  yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan Tugas;

h. mengoordinasikan penyusunan instrumen

pemceriksaan kondisi sarana prusarena dan alat
keschatan dengan melaksanakan koordinasi pada
instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit schingga pemcliharaan dan perbaikan
dapal dilakukan sccara eleklil dan efisien;
melaksanakan penyusunan dan penerapan standar
pclayanan untuk tiap jenis layanan pada bidang
pengembangan sarana dan prasarana;
melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap
standar pelayanan pada bidang pengembangan
sarana dan prasuruna;

melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat
terhadap layvanan yang disediakan pada bidang
pengembuangan aarana dan prasarana;
melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada
bidang pengembangan sarana dan prasarana dan
melaksanakan evaluasinya secara berkala;
melaksanakan pemantauan pelaksanaan
pemelibaraan dan perbaikan sarana dan prasarana,
peralatan non medis UPT RSUD dan peralatan
lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang
untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan barang
untuk dipunakan yang sccara lerus menerus
terhadap kondisi peralatun medis UPT RSUD sesuai
prosedur untuk menjamin kcamanan pemakaian
alat-alal medis. akourasi hasil pemeriksaan dan
meningkatkan mutu pelayanan medis;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi
kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan
prasarana;

melaksanakan koordinasi dan  kosultasi dengan
lembuaga pemerintah dan nonpemerintah  dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung
pelaksanann Tugas dan Fungsi;

menilai kinerja ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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menyusun luporan hasil pelaksanaan tugas kepala
bidang pengembangan sarana dan prasarana serta
memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan  ‘Tugas kedinasan lain  yang
dipcrintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
lugasnya,

Paragraf 2

Bidang Pengembuangan Sumber Daya Manusia, Mutu,

Akreditasi, dan Pemasaran
Pasal 18

(1) bidang mutu, akreditasi, permasaran, pendidikan dan
pelatihun dipimpin oleh kepala bidang pengembangan
sumber daya manusia, mutu, akreditasi, dan
pcmasaran yang mempunyai lugas membantu wakil
direktur ~ pengembangan  rumah  sakit dalam
menimiskon petunjuk peldkxanaan, memontou dun
mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan sumber
daya manusia, mutu, akreditasi, dan pemasaran.

(4) Dalam mecluksunakan Tugas sebagaimana dimuksud
pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan Fungsi:

il.

ti.

perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan
sumber daya manusia, mutlu, akreditasi, dan
pemasaran;

pelaksanaan kebijakan teknis bidang
pengembangan simher daya mannsia,  muty,
akreditasi, dan pemasaran;

pelaksanaan  cvaluasi dan pelaporan  bidang
pengembuangun  oumbor daya manunia, mut,
akreditasi, dan pemasaran;

Pelaksanaan administrasi  bidang pengembangan
sumher daya  manusia, muty, akreditasi, don
pemasaran; dan

pelaksanaan Fungsi lain scsuai bidang tugasnya.

(3) Urninn  tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), meliputi.

a.

b.

menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan

sumber days manusia, mutu, akreditasi, dan
pemasaran scbagai pedoman dalam pelaksanauan
tugas;

mendistribusikan dan mermberi pelunjuk
pelaksanaan Tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi
peliksanaan tugas  dalam  lingkungon  bidang
pengembangan sumber daya manusia, muly,
akreditasi, dan pemasaran untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan Tugas;
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menyusun - rancangan, mengoreksi, memaraf,
memverifikasi dan/alau menandatangani naskah
dinas;

mengikuti rupal sesuai dengan bidang (ugasnya;
merumuskan  kebijakan  teknis  pengembangan
sumber daya manusia, mutu, akreditasi, dan
pemasaran berdasarkan hasil kajian dan analisie
kebutuhan  sehingga mendukung peningkatan
kinerja;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
pengembangan sumber daya manusia, mutu,
akreditasi, dan pemasaran berdasarkan kebutuhan
untuk pengembangan potensi dan kualitas layanan
pada UP RSUD;

mclaksanakan pengelolaan urusan pengembangan
sumber  daya  manusia, matu, akreditasi, dan
pemasaran  dengan lembaga pendidikan  dan
instansi terkait sesuai dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan,

muengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi bagi
pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
dapat berupa scininai, penataran, lokakarya, studi
banding dan  latthan  kerja/magang, serla
pendidikan lainnya sesuai prosedur peraturan
perundang undangun dalain ranpks meningkatkan
kompetensi sumber da}ra manusis,

meliksunakan analisis kebunihan pendidikan dan
pelatihan pegawal sesual dengan kebutuhan dalam
ranglko memetnkon pengetshusn dan keterampilan
pruawal seria pengembangannya untuk
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
mengoordinaaikan  penghimpunan  hasil kegiatan
pendidikan dan pelatihan dan pengembangan;
mengoeordinasikan penyiapan bahan fasilitasi bagi
pihak pihak yang berkepenlingan lainnya unluk
mengikuti pendidikan dan penelitian dapal berupa
praktek mahasiswa dan pendidikan di  bidang
kesehualan serta peondidikeau laiuya sesuear pnosedug
peraturan perundang- undangan;
mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang klinik
maupun non klinik sesuai prosedur peraturan
perundang-undangan schinggn berkoniribusi dalam
pengembungan kualitas pelayanan UPT R3UD,
mengoordinasikan pengelolaan perpustakaan
sesuai prosedur peraturan perundang-undangan
untuk pendidikan dan pelatihan;

melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk
peningkatan mutu layanan UPT RSUD;
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mclaksanakan penyusunan dan penerapan standar
pelayanan untuk tiap jenis layanan UPT RSUD pada
bidang pengembangan sumber daya manusia,
mutu, akreditasi, dan pemasaran;

melaksanakan cvaluasi secara berkala terhadap
slandar pelayanan pada bidang pengembangan
sumber daya manusia, mutu, akreditasi, dan
pemasaran:

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
bidang pengembangan sumber daya manusia,
mutu, akreditasi, dan pcmasaran scrta memberikan
saran perlimbangan kepada alasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan  Tugas  kedinasan  lain yang
diperintahkan olech atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 19

(1) Kelompok  jabatan  fungsional dan  pelaksana
sehagaimana dimaksud dalam Pagal 3 ayat (1) huruf e,
merupikan kelompok jabatan lunpgsional dan pelaksana
yvang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

() Penpangkatan  jabatan  tungsional  dan  pelaksana
scbagmmana dimaksud pada ayat (1) didaksauakan
berduasarkan analisis kebutuihan dan formasi serta
berdusarkun  ketentuon peraturan perindang-
undangan.

BAB VII
KOMITE MEDIS
Pasal 20

(1) Pada UPT RSUD dibentuk komite medis yang
mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan flata
kelola klinis yang baik.

(2) Komite medis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dircktur.

(3) Komile medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas meningkalkan profesionalisme staf medis yang
bekerja di UPT RSUD dengan cara:

.

meloksanakan kredensinl bhagi sehirmih astat medis
yang akan melukukan pelayanan medis pada UMY
RSUD;

memelihara mutu prolesi sial medis; dan
menjaga disiplin, ctika, dan perilaku profesi staf

medis.

'\
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D.alam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komite Medis
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengkompilasian daftar
kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari
kelompok  stal  medis  berdasarkan norma
keprolesian yang berlaku;

b. penyelenggaraan pemeriksaan  dan  pengkajian
kompulensi, keschalan fisikk dan mental, perilaku,
dan etika profesi;

¢. evaluasi data pendidikan profesional kedokieran
atau kedokleran gigi berkelanjutan:

d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang
adckual;

e. pelaporan  hasil  penilaian  kredensial  dan
menyampaikan rekomendasi  kewenangan medis
kepada komite medik;

f. pelaksanaan proses rekredensial pada saat
berakhimya niasa berluku surat penugasan klinis
dun adanya permintaan dari komite medik; dan

g. rekomendas: kewenangan klinis dan penerbitan
surat penugasan klinis.

Tralamn melukeanalcan tugno muomolibura mulu profesi

staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

b, koumile medis menyelenggarakan fungsi:

a. pelagsanoan audit medis;

b rekomendasi pertemuan imiah internal dalam
rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;

. rekomendasi kepiatan eksternal  dalam rangka
Pendidikan berkelanjutan bagl stal medis rumah
sl daerali, dan

d. rekomendasi proses pendampingan (proltoring) bagi
staf medis yang membutuhkan,

Dulamn melaksunakan lugas menjaga disiplin, etika, dan

perilaku profesi staf medis sebagaimuana dimaksud pada

aval (3) huruf e¢. komite medis menyelenggarakan
fungsi:

4. pembinaan etika dan disiplin prolesi kedokteran;

b. pemeriksaan stal medis yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin;

¢. rckomendasi pendisiplinan pelaku profesional di
rumah sakit; dan

d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam
pengambilan keputusan elis pada asuban medis
pasien.
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Pasal 21

(1) Selain komite medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1), dapat dibentuk komite lain untuk
penyelenggaraan fungsi tertentu pada UPT RSUD scesuai
kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dan kesclamalan pasien.

(2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dibentuk olch dan bertanggung jawab kcpada Dircktur.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Pasal 22

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur organisasi
yang bertugas melaksanakan pemeriksann audit kinerja
internal di UPT RSUD.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayut (1) berada di bawah dan bheranggung jawab
kepada Direktur.

(3} Dalam melaksanakan tugas Satuan Pengawas Internal
menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen
risiko di unit kerja UPT RSUD;

b. penilaian terhadap sistem pengendalian,
pengelolnan,  dan pemantauan efektifitas dan
cfesiensi sistem dan  prosedur dalam bidang
weliniistiast peluyaoen, seria adidolsoas) wmuam
dan kcuangan;

c. pclaksanaan tugas khusus dalam  lingkup
prngawasan inlern yang ditugaskan olch Dircktur;

cd. pemantavan pelaksunaan dan ketepatan
pclaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit;
dan

¢. pemberian  konsultasi, advokasi, pembimbingan,
dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan
operasiondl

BAB IX
DEWAN PENGAWAS
Pasal 23

(1) UPT RSUD dapal membentuk Dewan Pengawas sesuai
dengan  kebuluhan  pelayunan dun berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan  unit  nonstruktural  yang bersilat
independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada
Direktur.
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BAB X
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pasal 24

UPT RSUD dalam meluksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Bupati sesuai ketentuan peraturan perundanyg-
undangan.

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala
Bidang, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan
seluruh  personil  di  lingkungan UPT  RSUD
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan
pringip hierurld, koordinasi, kerjasama, inlewiasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
serta efektifitas dan efisiensi, sesuai  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,

Direktur, Wakil Dirckiur, Kepala Bagian dan Kepala
Bidang di lingkungan UPT RSUD mengembangkan
koordinasi  dJdan  kerjusamu dengan instansl
pemerintah /swasta terkait dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi UI'T' RSUD.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, scria
Pelaporan dan Pengawasan
Pasal 25

Direktur, Wakil Dircktur, Kepala Bagian dan Kepala
Bidang di lingkungan UPT RSUD dalam melaksanakan
tugasnya, melaksanakan pengendalian dan evahasi
serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala
dan/atau sesuai kebutuhan.

Direktur, Wakil Dircktur, Kcpala Bagian, Kepala
Bidang, Pejabat Fungsional, Pejabat Pclaksana dan
seluruh personil dalam lingkungan UPT RSUD wajib
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, seria
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan secara tepat waktu kepada pimpinan
INASINR- ARG,

Dircktur, Wakil Direklur, Kepala Bagian dan Kepala
Bidang dalam lingkungan UPT RSUD melaksanakan
pengawasan sesuai ketentuan peraluran perundang
undangan.

1)
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BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 26

Pengangkatan  dan  pemberhentian  dalam  jubatan
struktural dan fungsional di lingkungan UPT RSUD
dilaksanakan oleh pejabat berwenang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XlI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pejabal Manajerinl dan Non Manajerial ULerdasarkan
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Tcknis Rumah Sakit Umum Dacrah Lanto Dg.
Pasewang pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2021 Nomor 9), tetap menjalanksan tngas
dan fungsi sampai dengan pelantikan Pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BARB X111
KETENTUAN PENUTUP
Pnsal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021 tenlang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Uit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg.
Pasewung pada Dinas Kesehatan (Berita Dacrah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2021 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal | L seprempsr 2024

Y
/e

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 573
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